
KABUPATEN PR1NGSEWU
PROVINS! LAMPUNG

SALINAN

FKKATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKATAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a, bahwa dongen ditetapkannya Peraturan Daerah
Kalmpaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Retribusi Femakaian Kckayaan Darrah, aerta dalam
upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah {PAD)
khususnya pada sektor Retribusi Daerah, maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati agar
aael yang dlmiliki Pemerintah Daerah Pringsewu
dapat diberdayakan serara optimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam humf a perlu meneUipkaii Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemungutan
Retribusi Pemakaïan Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimhangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomar 126, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Pravinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 28 l'ahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);



4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PcmeririLaitaji Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keimngfln Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 LmLang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Talmn
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Huklim Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pohnk-PuLok Pengplnlaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9
Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tuhuri 2016 Lenlang Pfembentukan dan 3usunan
Perungkat Daerah kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

14. FeratUTan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomcr 44
Tabun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kena
Badan-Badan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAIf KEKATAAN
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iui yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah aebagai

unsur penyelenggjRra Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang

selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah
Orgaiiisuai PerdJigkaL Darrah yaug brrwenang
mengelola kekayaan/fasilitas daerah dan memungut
retribu&L

5. Baden adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi persevoan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan narna dan bentuk apapuu,
persekutuan, p^rkumpulan, firma, koperasi, yayasan
atau organisaai eejenis, lembaga dana pension, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pringsewu.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.



8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan mcnganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasamya dapat pula
disediokfm oleh sektor swasta.

9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang
selanjutnya disingkat Retribuai adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian Iain
tertentu terhadap pemakaian suatu objek yang telah di
tentukkan oleh Femerintah Daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
mcnurut peraturan perundangundangan retribusi
diwajihkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan
pcmcrintah daerah yang bersangkutan.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingka.t SSRD, adalah surat yang oleh Wajib
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh
Bupati.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di
singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
tidal seharusnya terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

16. Surat Kepututsan Keberutan adalali sut^tl Keputusan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain
yang dipersamskan, dan SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mcngolah data dan/atau
keterangan lainnya untuk mengpii kepatuhan
pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk
tujuan lain rialam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perunhang-midangan Retribusi Daerah.



18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Pcnyidik Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mcncari scrta m^ngumpulkun bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

19. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang undong&n yang berlaku.

BAB II
OBJEK, 8UBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi
pelayanan pemberiar hak pemakaian danƒ atau
pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka. waktu
tertentu hempa:
a. tanah;
b peralatan dan mesin;
e. gedung dan bangunan,
d kekayaan kainnya.

(2] Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian
kekayaan daerah adalah pengguna tanah yang tidak
mengubah fungsi dari tanah antara lain peTnancang
tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan
kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan
menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki
Pemerincah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

(1J Wgyib retribusi bertanggungjawab atas teiyadinya
kerusakan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana
drmaksud dalam PasaL 2 ayat (1) huruf b dalam hal
pengoprasian pemakaian kekayaan daerah dilakukan
langsung cleh wajib retribusi.

(2) Kerusakan sehagntmana dimaksud pada ayst (1)
adalah kerusakan:



a, yang teijadt selama jangka waktu pemakaian;atau

b. yang diakibatkan karena kelalaian dan keamanan
yang tidak teqamin pads seat pemakaian,

(3} Pembuktian terjadinya kcruaakmi Bebagaimana
dimaksud pada ayat 12) sebagaimana tertuang dalam
berita acara pada saat penyerahan dan pengembaban
kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Paaal
2 ayat (2).

(4) Wajib retribusi bertanggungjawab ataa keselamatan
jiwa dan raga operator/supir selama pemakaian
kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai
2 ayat 11) huruf b.

(5) Tanggung jawab wajib retribusi atas keselamatan jiwa
dan raga operator/supir sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] meliputi;
a. memasang alat pengamanƒsafety pada kendaraan

seauai standar yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

b. memasarg alat komunikasi pada kendaraan;dan

c. mengasuransikan operator/ supir

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

(1) Calon pemakai mengajukan permohonan penjctujuan
pemakaian kepada pengelola barang OPD Pengeloia
retribusi pemakaian kekayaan daerah.

(2) Permohonan persetujuan pemakaian sekurang-
kurangnya memuat;

a. pcrtimbengan yang mendasari permohonan
pemakaian;

b. identitas pemakai;
c. tujuan penggunaan objek pemakaian kekayaan

daerah;
d. rincian data objek pemakaian kekayaan daerah

yang dibutuhkan;dan
e. jangka waktu pemakaian.



(3| Dalam hal objek berupa tanah dan/atau bangunan
atau sebagian tanah dan/atau bangunan, lincian data
objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) huruf d, termasuk Juas dan
lokasi tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 6

(1) Pengelola barang mclakukan penelitian alas
permohonan pers^fujuan pemakaian dari calon
penrakai.

(2) Penelitian sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kepastian bclum atau tidak adanya penggunaan

pemakainn kekayaan daerah;
b. tujuan penggunaan objek petnakaian kekayaan

daerah; dan
c. jangkawaktu pemakaön

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar pcrsetujuan/peiiühiliaii permohonan
pftmakfiian kekayaan daerah oleh pengelola barang.

Bagian Ketiga
Pftrsetujuan

Pasal 7

(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh pengelela
barang atas permohonan peminjaman peraakaian
kekayaan daerah dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. kekayaan daerah yang dimohon dalam kondisi

belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas
dan fungsi pengplola barang:

b. kekayaan daerah yang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemermtahan daerah

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam hal pengelola barang:
a. menyetujui permohonan pemakaian kekayaan

daerah, pengelola barang menerbitkan surat
persetujuan; atau



b. tidak meryehijui pennohonan pemakaiankekayaan daerah, pengelola harangmembentahukan seoara tertLilis kepada calonpeminjam pakal yang mengajukan permohonan
persetujuan pemokaicn kekayaan daeiah, disertaialasannya,

(3J Surat persetujuan sebagimana dunaksud pada ayat 1'2)hurufa seknrang-kurangnya memuat;
a. identitas pemakai;
b. data objek pemakaian kekayaan daerah;
c* jangka waktu pemakaian; dan
d. kewajiban pemakai.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

[1) Pelaksanaan pemakaian. kekayaan daerah dituangkandalam perjanjian pemakaian kekayaan daerah yangaitandatangam oleh pengelola barang dan pemakai.

(2) Pepanjian sebagaimana dimaksud pada avat (1)ditmdaldanjuti dengan penyerahan objek pemakaiankekayaan daerah dan pengelola barang kepadapemakai yang dituangkan dalam berita acara serahtenma dan SKRD yang menentukan besarnya pokokretnbusi.

(3) Selama jangka waktu pemakaian kekayaan daerahpemakai wajib memelihara dan mengamankan obiekpemakaian kekayaan daerah dengan biaya yangdibebankan pada pemakai.

waktu pernakaian kekayaan daerahberakhir, pemakai haws uiemberitahukan kepadapengelola barang akan mengakhin aUumemperpanjang pemakaian kekayaan daerah.
(5) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah akandlperpanjang, pemakai mengajukan permohonanpersetujuan perpanjangan jangka waktu pemakaiankekayaan daerah kepada pengelola barang.
(6) Pengajuan perpanjangan permohariaji persetujuanpemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimokaudpada ayat (5) dilampiri dengan surat persetujuanpemakaian kekayaan daerah sebelumnva danpengelola barang.



(7) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah akan diakhirioleh pemakai sebclum masa pemakaiaii kekayaandaerah berakhir, pemakai hams membAritahi1Urm
kepada pengdola barang.

(8] Dalem hal pemakaian kekayaan daerah berakhïr,pemakfli menyerahkan objek p«makaian kekayaandaerah kepada pengelola barang yang dituangkan
datam benta acara serah terima.

Bagian Kelima
Pembayaran

Pasal 9

(1) Pembayaran retribusi tklak dapat diborongkan.
(2) Pembayaran retribusi yang terhutang düakukan

sekaligus atau lunas.
(3) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah dilakukan

dengan perjarjian, maka jangka waktu pembayaran
disesuaikan dengan jargka waktu yang di atur dalam
Ma&kah Pcrjanjian antara Krpala OPD pemungut
dengan Pihak Ketiga.

Paeal 10

(1) Pembayaran retribusi terhutang dilakukan secsra
tunai pada saat penyerahan pemakaian kekayaan
daerah akan dipakai, kecuali pemakaian kekayaan
daerah yang dilakukan dengan naskah perjanjian,
jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah
peijanjian..

(2) Pembayaran retribusi yang terhutang dapat disetorkan
pada Kas Daerah Kabupaten Pringsewu atau pada
Kantor OPD Pemungut melalui bendahara penerima.

(3) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] menggunakan SSRD scbesai
nilai nominal yang tercantum dalam SKRD.

(4) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (3)
dilskukan dengan SSRD aebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5] Penunjukan bendahara pcneriina ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usul Kepala OPD Pemungut



Pasai 11

(1) Bendahara penerima wajib menyetorkan selumh basil
penerimaan retribusi ke kas daerah paling lambat 1 X
24 jam {satu kali dua puluh empat jam) dengrm
menggunakan STTS,

(2) Blanko SSRD yang digunakan, disiapkan dan cetak
oleh OPD pemungut atau dibuat dengan aplikaai
komputer sebagaimana tercantum dalain Lampiran mi
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan pennohonan
keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dckumen lain yang dipcrsamakan,

(2) Permohonan keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi diajukan secara tertuhs dalam
bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keriaganan, pengurangan dan pembebasan retribusi
ditetapkan dengan Keputusan Hupati setelah melalui
proses penelitian dan pcmcriksaan olch OPD
pemungut,

[4| Pengembalian keringanan, pengurangan dan
pembebasan retribusi dianggarkan dalam dokumen
pelaksanaan anggaran OPD pemungut atau dapat
diperhitungkan untuk pengurangan beban kewafiban
retribusi terhutang yang akan datang atau retribusi
daerah lainnya atas nama wajib retribusi.

(5) Pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan
retribusi tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagthan retribusi

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA

PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara. Penagilian



Pasal 13

(1) Retribusi terhutang yang belum dibayar atau kurang
bayar cleh wajib retribusi ditagih menggunakan STRD.

(2) Dalam hal wajib retribusi tidak mcmenuhi kewajiban
membayar retribusi yang terhutang sestiai dangan
jangka waktu yang ditentukan, maka OPD pemungut
hams memberi teguran dengan menerbitkan surat
teguran.

(3) Surat teguran sebagaimana dtmaksud pada ayat (2}
diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua
Kedaluwaï&a Fenagjhan

Pasal 14

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 [tig^) tabun
terhitung sejak surat terhuLajiguya reüibuai, keeuali
jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) tertanggung jika:
a. diterbitkan surat teguran;atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi

baik secara langaung maupun secara tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung
sebagajmana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu
wajib retribusi den^n kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh wajib retribusi



Pasel 15

(Ij Retnbusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hakuntuk melakukan penagrhan sudah kedaluwarsadapat dthapus.

(2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsasebagaim&na dimaksud peda ayat (1} ditetapkandengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 16

(1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan
pemungatan retribuai wajib menyelenggarakan
pencatatan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan
pemungutan.

(2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait
aebagaimana diinaksud pada ayat (1) wajibmengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen
yang digunakan sebagai dasar
pencatatan/pembukuan.

Bagian Kedua
Pelapcran

Pasal 17

(1) Bendahara penerima wajib membuat dan
mcnyampaikan laporan realisasd penerunaan dan
penyetoran bulanon, baik secara adminiatrasi maupun
secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(2) Secara fungeionol laporan pertanggungjawaban
disampaikan kepada pejabat pengeiola keuangan
daerah selaku bendahara. umum daerah untuk
diverhlkasi.

(3) Secara Admimstrasi laporan pertanggungjawaban
disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah
selsku koordinator pemungutan retribusi daerah
untuk dievaluasi.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar s^tiap orang mengetahuinya, memeiiiitalikanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Prmgaewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 september 2öl?
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkaji di Pringsewu
pada tanggal 53 September >017
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 35

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITOJOgO SURYANTO3.H.,S.IP.,M.H



LAMP1RAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 55
TAHUN i Sep^ber 291?

A. Blsnko Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD]

Tanggal JatuhTempo :

Pemerintah Kabupaten
Pringsewu

Badan Pendapatan Daerah

SKRD
iSurat Ketetapaü Retribus! Daerah)

Masa Retribusi :
Tabun ;

No. Urut
1 JJ 1 1

Mama ‘ .

Alomat : ,

NPWRD : 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1

Mo Pasal Retribusi Jenis Retribusi Daerah Jumlah
(Rp)

Jumlali Kctetapan Pokok
Jumlah Sanksi ; a. Bunga

b. Kenaikan
Jumlah Keselunihan

Densari Huruf
PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (bank.....) dengan

menggunakan SKRD ihl

2. Apabila SKRD ini tidak alau Kurang Dfbayar setelah lewat waktu paling lama 30
tmri eejok SKRD ini diterima dikonokon sfmksi admüu&trasi berupa baaga sebesar
2% per bulan

Pringstwu,
a.rk Kepnbi Dinas/Badan OPD Pemungut

Repaid

NIP.

Ruang Luiluk (jciaan Kas
Register^ Tanda tangen

Petugas Penerima

Ditcjiuia vlch
Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal :
Tanda teaman :
Namn Terang *

Penyetor

( )

Nö. SKRD

Tanda Terima

Pringsewu, Tahun
Yang menernna

( )

NPWRD
Nama :
Alatnnt j



B. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan

Tanggal Jatuh Tempo :

I PemerinttLh Kabupaten
Pringsewu

Badan Pendapatanr Daerah

SKRDT
(Surat Ketetapan Retribusi

Daerah Tambahan)
Rctribuai :

Tahun :

No. Unit
FT' 1 Tii

Nama :
Alamat :
NPWRD : Ld—_ 1 1 1 1 1 ' 1 1

No Pasal Retribusi Jenis Retribusi Daerah Jumlah (Pp)

Jumlah Ketetapan Pokok
Jumlah Sanksi ; a. Bunga

b. Kenaikan
JumJah Keselumhan.

Dengan Huruf
PERHATIAN
1. Harap penyeloran dtlakukan meDlui BKP atau Kas Dariali (bank ) dengan

menggunakan SKRDT ini.
2. Apabila SKRDT ini tid&k atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30

hari sejak SKRDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa. bunga sebesar
2% per bul&n

Pringsewu Tahun
a.n. Kepala Dinas/Badan OPD Pemungut

KepaJa

NIP.

Ruang uatuk teman Kas
Register/ Tanda tangan

Petugas Penerïma

Diterima. oleh
Petugas Ternpat Pembayaran

Tanggal :
Tandn tangan :
Nama Terang :

Penvetor

( >
—Glinting Disini —

No. SKRDT

Tanda Terima
NPWRD t
Nama :
Alamat :

Pringsewu, Tahun
Yang meneiima

.
(



C. Surat Ketetapan Keuibusi Daerah Lebih Bayar

No. Unit

L

Dari pemeriksaan atau keteiangan lain tcrsebut diatas, penghitungan jumlah yangII.

Rp.

Rp*

Pringsewu, Tahun

NIP.

-Gunting Disini-
Nn SKRDIJ1

Tanda Tenma

6. Jumlah lebih sehanisnya tidak tenitflngf4+5c)

Rp.
Rp.

Fringscwu, Tahun
Yang menerima

NPWRD
Nama
AJamat

4. Jumlah Kelebihan pembavaran Pokok Retribusi (3d-2)
5. Sanksi Admmistraai

a. Bunga (ps19(1))
b. Kenaikan (PsJ 9(5))
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)

lebih bayar yang scharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
1. Dasar Pengenaan
2. Retribusi yang terhiitang
3. Kredit Retribusi

RP
Rp

SKRELB
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Lebih Bayar)
Masa Retribusi:
Tahun :

am. Kepala Dinas/Badan OPD Pemungut
Kcpala

Pemerintah Kabupaten
Pringsewu

Badan Pendapatan
Darrah

Mama :
Alamat :
npwrd : n । । । irnrnr~i COCOO
Tanggal Jatuh t
Tempo
Berdasarkan PasaJ 165 Undang-Undnng Notnor 28 Tahun 2009 telab dilakukan
pemcrik^aaan atau kctcrangan lain atas pelakaaiman kemyiban ;

Pa&al Retribusi I I 1111!
Nama Retribusi ;

a. Setoran yang dilakukan Rp.
b. 1Ji-in-lnin Rp.
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang

akan datang/hutang retribusi Rp.
d. Jumlah retribusi yg dapat dikreditkan. (a < b-c) Rp.

Drn^n Ilumf
Perhatian

• Pengembalian kelebihan retribusi ddakukan pads Kas Daerah dengan
menggurtakan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi (SPMKK) dan
surat perintah mengeluarkan uang (SPMU)



D. Blanko Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

L

Dari pcnclitiaii dan atau pemerikaaan tcraebut diatas, pcrighitungari jumlah yangII,

Rp.

PringsCïvU, Tahun.

MP.

Gunting Disini-

No. STRD
Tanda Terima

NPWKD
Nama
Alamat

Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Lampung)
dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah [SSRD]
Apabila STRD ini tidaJc atau kurang dibayar setelati lewat waktu paling lama
30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% per bulan

Pringsewu, Taliun
Yang menerima

maslh hams dibeyar adalah sebagal berikut
1. Retribusi yang kurangdi bayar
2, Sankst Admlnlstrasl

Runga (Pa1 97 (9))
3. Jumlah yang masih hams dibayar (1+2)
Dengan Hunif |
Pcrhatian

Berdasarkstn Pasal 160 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009
telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan Lain ataa
pelaksananan kewajiban :
Pasal Rctritni&i I I I I I I
Nama Retribusi :

Kama
Alamat
NPWRD
Tanggal Jatuh
Tempo

a.n. Képala Dinas/Badan OPD Pcmungut
Kepala

Pemerintah Kabupaten
Pringsewu

STRD
(Surat Tagihan Retribusi Daerah) No. Unit

Badan Pendapatan Daerah Masa Retribusi :
Tahun ;

L±^U



E. Blanka Surat Setoran Retnbusi Daerah

Nama
Alomat
npwrd

Masa Retnbusi:.. Tahun: No. Unit

Menyetorkan
Berdasarkan^J

STRD
3K Rembetulan
Lain-lain

SKRD L
SKRDT H
SK keberatan L_

Pemeriutali Kabupaten Pringsewu
Badan Pendapatan Daerah

BSRD
(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

Tahun

No Paaal Rctribusi Jcnis Rctribus! .Tumlah (Rp)

Jmnlah Setoran Retnbusi

Dengan Huruf

Ruang untuk teraan Kas Liiteriina Uleh, Pringsewu, tahun
Register/Tanda Tangan Petugas Pembayarsn

Petugas Pcnerima
Tanggal ;

Tanda Tangan *

Penyetor

( ) Name Terang : ( )

*) Heri tanda V pada| | sesuai dengan ketetapan yang dimilikr

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI
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